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 Jumlah Kartu Suara Sah dan Kartu Suara Tidak Sah pada Pemilihan Umum Gubernur●

dan Wakil Gubernur adalah banyaknya kartu atau surat suara yang dinyatakan sah dan
dinyatakan tidak sah pada pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur.
 Surat Suara adalah salah satu jenis perlengkapan Pemungutan Suara yang berbentuk lembaran●

kertas dengan desain khusus yang digunakan oleh Pemilih untuk memberikan suara pada
Pemilihan yang memuat foto, nama, dan nomor Pasangan Calon.
Pemilihan Umum adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan●

Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih
anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas,
rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
 Gubernur adalah jabatan politik di Indonesia. Gubernur merupakan kepala daerah untuk wilayah●

provinsi.Kata"gubernur" bisa berasal dari bahasa Portugis"governador",bahasa Spanyol
"gobernador", atau bahasa Belanda "gouverneur". Bentuk Belanda ini mirip dengan bentuk bahasa
Perancis dan arti harafiahnya adalah "pemimpin", "penguasa", atau "yang memerintah".
 Wakil Gubernur adalah jabatan politik pasangan dari Gubernur yang berada di wilayah otonomi●

provinsi dan merupakan wakil dari pemerintah pusat. Bersama gubernur, wakil gubernur
merupakan satu paket yang dipilih dalam Pemilihan Kepala Daerah untuk masa jabatan selama
lima tahun. Secara umum, tugas seorang wakil gubernur adalah menjalankan sebagian tugas yang
diemban oleh gubernur.

RUJUKAN

 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.●

 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No 14 Tahun 2016 tentang Perubahan●

Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan
Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan/atau Walikota dan Wakil
Walikota.
 Peraturan Komisi Pemilihan Umun Nomor 66 Tahun 2009 tentang Penetapan Norma, Standar,●

Prosedur, dan Kebutuhan Pengadaan serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan
Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

RUMUS
WALI DATA
Sekretariat Daerah
UKURAN

Kartu Suara

UNIT
Kepala Sub Bagian Analisis Jabatan
KEGUNAAN
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Untuk mengetahui banyaknya kartu suara sah dan kartu suara tidak sah pada pemilihan Gubernur
danWakil Gubernur.

INTERPRETASI

Jumlah Kartu Suara Sah dan Kartu Suara Tidak Sah pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil
Gubernur menunjukan banyaknya kartu atau surat suara yang dinyatakan sah dan dinyatakan tidak
sah pada pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur.

KETERANGAN
SUMBER

Pemilu

METODOLOGI

Data diambil melalui tingkatan, dimulai dari penghitungan suara di TPS, PPS, PPK, dan KPU.

 TPS●

1. Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh KPPS setelah pemungutan suara berakhir.
2. Sebelum penghitungan suara dimulai, KPPS menghitung:
a. Jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;
b. Jumlah pemilih dari TPS lain;
c. Jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan

d. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau kelirudicoblos.
3. Penggunaan surat suara tambahan dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua KPPS
dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota KPPS.
4. Penghitungan suara dilakukan dan selesai di TPS oleh KPPS dan dapat dihadiri oleh saksi
pasangan calon, panitia pengawas, pemantau, dan warga masyarakat.
5. Saksi pasangan calon harus membawa surat mandat dari tim kampanye yang bersangkutan dan
menyerahkannya kepada Ketua KPPS.
6. Penghitungan suara dilakukan dengan cara yang memungkinkan saksi pasangan calon, panitia
pengawas, pemantau, dan warga masyarakat yang hadir dapat menyaksikan secara jelas proses
penghitungan suara.
7. Pasangan calon dan warga masyarakat melalui saksi pasangan calon yang hadir dapat
mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh KPPS apabila ternyata terdapat
hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Dalam hal keberatan yang diajukan oleh saksi pasangan calon atau warga masyarakat dapat
diterima, KPPS seketika itu juga mengadakan pembetulan.
9. Segera setelah selesai penghitungan suara di TPS, KPPS membuat berita acara dan sertifikat hasil
penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota
KPPS serta dapat ditandatangani oleh saksi pasangan calon.
10. KPPS memberikan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan
suara kepada saksi pasangan calon yang hadir dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil
penghitungan suara di tempat umum.
11. KPPS menyerahkan berita acara, sertifikat hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat
kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada PPS segera setelah selesai
penghitungan suara.

 PPS●
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1. Setelah menerima berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara, PPS membuat berita
acara penerimaan dan melakukan rekapitulasi jumlah suara untuk tingkat desa/kelurahan dan dapat
dihadiri oleh saksi pasangan calon, panitia pengawas, pemantau, dan warga masyarakat.

2. Saksi pasangan calon harus membawa surat mandat dari Tim Kampanye yang bersangkutan dan
menyerahkannya kepada PPS.
3. Pasangan calon dan warga masyarakat melalui saksi pasangan calon yang hadir dapat
mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh PPS apabila ternyata terdapat
hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Dalam hal keberatan yang diajukan oleh saksi pasangan calon atau warga masyarakat, PPS
seketika itu juga mengadakan pembetulan.
5. Setelah selesai melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara di semua TPS dalam wilayah
kerja desa/kelurahan yang bersangkutan, PPS membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil
penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan paling sedikit 2 (dua) orang anggota PPS
serta ditandatangani oleh saksi pasangan calon.
6. PPS wajib memberikan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil
penghitungan suara di PPS kepada saksi pasangan calon yang hasil dan menempelkan 1 (satu)
eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum .
7. PPS wajib menyerahkan 1 (satu) eksemplar berkas berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil
penghitungan suara di PPS kepada PPK setempat.

 PPK●

1. Setelah menerima berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara, PPK membuat berita
acara penerimaan dan melakukan rekapitulasi jumlah suara untuk tingkat kecamatan dan dapat
dihadiri oleh saksi pasangan calon, panitia pengaawas, pemantau, dan warga masyarakat.
2. Saksi pasangan calon harus membawa surat mandat dari Tim kampanye yang bersangkutan dan
menyerahkannya kepada PPK.
3. Pasangan calon dan warga masyarakat melalui saksi pasangan calon yang hadir dapat
mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh PPK apabila ternyata terdapat
hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

4. Dalam hal keberatan yang diajukan oleh atau melalui saksi pasangan calon, PPK seketika itu juga
mengadakan pembetulan.
5. Setelah selesai melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara di semua PPS dalam wilayah
kerja kecamatan yang bersangkutan, PPK membuat berita acara dan Sertifikat rekapitutasi hasil
penghitungan suara yang ditanda tangani oleh ketua dan sekurarang-kurangnya 2 (dua) orang
anggota PPK serta ditandatangani oleh saksi pasangan calon.
6. PPK wajib memberikan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil
perhitungan suara di PPK kepada saksi pasangan calon yang hadir dan menempelkan 1 (satu)
eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum.
7. PPK wajib menyarahkan 1 (satu) eksemplar berkas berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil
penghitungan suara di PPK kepada KPU kabupaten/kota.

 KPU●

1. Setelah menerima berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara, KPU kabupaten/kota
membuat berita acara penerimaan dan melakukan rekapitulasi jumlah suara untuk tingkat
kabupaten/kota dan dapat dihadiri oleh saksi pasangan calon, panitia pengawas, pemantau, dan
warga masyarakat.
2. Saksi pasangan calon harus membawa surat mandat dari Tim Kampanye yang bersangkutan dan
menyerahkannya kepada KPU kabupaten/kota.
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3. Pasangan calon dan warga masyarakat melalui saksi pasangan calon yang hadir dapat
mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh KPU kabupaten/kota apabila
ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Dalam hal keberatan yang diajukan oleh atau melalui saksi pasangan calon, KPU kabupaten/kota
seketika itu juga mengadakan pembetulan.
5. Setelah selesai melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara di semua PPK dalam wilayah
kerja kecamatan yang bersangkutan, KPU kabupaten/kota membuat berita acara dan sertifikat
rekapitulasi hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurangkurangnya 2
(dua) orang anggota KPU kabupaten,/kota serta ditandatangani oleh saksi pasangan calon.

6. KPU kabupaten/kota wajib memberikan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat
rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU kabupaten/kota kepada saksi pasangan calon yang
hadir dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum.
7. KPU kabupaten/kota wajib menyerahkan 1 (satu) eksemplar berkas berita acara dan sertifikat
rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU kabupaten/kota kepada KPU provinsi.
8. Berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara selanjutnya diputuskan dalam pleno KPU
provinsi untuk menetapkan pasangan calon terpilih.
9. Penetapan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh KPU provinsi
disampaikan kepada DPRD provinsi untuk diproses pengesahan pengangkatannya sesuai dengan
peraturan perundan-undangan.

 

 

KEDALAMAN DATA

Nasional, Provinsi, Kabupaten

PERIODE
Tahunan
LAG DATA

H+1

KEWENANGAN

KPU

DOKUMEN

DDA
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